KECENDERUNGAN TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH 

TANGAN DI KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN by KHOERIYA, NISAUL & Diana, Zuhroh S.Ag, M.Ag
KECENDERUNGAN TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH 
TANGAN DI KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN 
 
SKRIPSI 
Diajukan Kepada 
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta 
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Hukum 
 
 
 
 
Oleh: 
NISAUL KHOERIYA 
NIM. 14.21.21.035 
 
 
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM 
FAKULTAS SYARIAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA (IAIN) 
SURAKARTA 
2019 
  
  
  
  
MOTTO 
 
Hidup selalu mempunyai banyak hal yang membuat kita jatuh. 
Namun apa yang benar-benar bisa membuat kita jatuh adalah sikap kita sendiri. 
 
 
Tidak ada biji yang sia-sia ketika dilempar ke wajah bumi, 
Juga tidak ada bunga yang batal mekar dibawah sinar matahari. 
 
 
-Nisaul- 
 
 
 
 
Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu, 
Selepas banyak kesabaran yang kau jalani. 
Yang akan membuatmu terpanan, hingga Kau lupa pedihnya rasa sakit. 
 
-Ali Bin Abi Thalib- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
vi 
PERSEMBAHAN  
 
Ya Allah.. 
Pada-Mu kutitip secuil asa, Kau berikan selaksa bahagia 
Pada-Mu kuharap setetes cinta, Kau limpahkan samudera cinta. 
 
Alhamdulillah 
Sebuah langkah usai sudah 
Satu cita telah ku gapai 
Namun …. 
Itu bukan akhir dari perjalanan 
Melainkan awal dari satu perjuangan 
 
Ibunda …. 
Do’a mu menjadikan ku bersemangat 
Kasih sayang mu yang membuatku menjadi kuat 
Hingga aku selalu bersabar 
melalui ragam cobaan yang mengejar 
Kini cita-cita dan harapan telah ku gapai 
 
Ayah ….. 
Petuah mu bak pelita, menuntun ku dijalan-Nya 
Peluh mu bagai air, menghilangkan haus dahaga 
Hingga darah ku tak membeku …. 
Dan raga ku belum berubah kaku …. 
 
Kawan . . .. 
Kecerian dan kebersamaan yang kalian hadapkan 
Kemarahan yang kalian utarakan 
Menuntunku menuju kedewasaan 
Sungguh bahagia ku bersama kalian 
Mengukir indahnya persahabatan 
 
Dengan segenap kasih sayang dan Diiringi Do’a yang tulus ku persembahkan 
Karya tulis ini kepada ayahanda dan Ibunda serta abangku , dan adikku , tak lupa kepada 
teman-teman ku seangkatan, yang telah membantu dan memberikan semangat hingga 
terselesaikan tugas ini. 
  
vii 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ḥa ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal ż Zet (dengan titik di atas) 
ز ra r Er 
ش zai z Zet 
ض sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ...‟.... Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
و mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ي ha h Ha 
ء hamzah ...‟.... Apostrop 
ي ya y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةتك Kataba 
2 سكذ Żukira 
3 ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي .......أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala  
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala  
2. نورخأت ta‟khuz\u>na 
3. ؤىنا An-Nau‟u 
 
 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لىسز لاإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. هيمناعنا بز الله دمحنا Al-hamdu lillahi rabbil’a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan maka peulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n  
2. ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufu> al-Kala wa al-mi>za>na/ Fa auful-
kaila wal mi>za>na 
 
KATA PENGANTAR 
 
ندلاروما ىلع نيعتسن هبو نيملعلا بر لله دمحلا دهشاو للها لاا هلا لا نا دهشا .نيدلاو اي
 هلا ىلعو دمحم انديسنيلسرملاو ءايبنلاا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو .للها لوسر ادمحمنا
.دعب اما .نيعمجا هبحصو 
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ABSTRAK 
 
Nisaul Khoeriya NIM: 14.21.21.035 “KECENDERUNGAN 
TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN 
NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN”. Program Studi Hukum 
Keluarga, Islam Fakultas Syari‟ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
Penelitian ini menganalisis tentang praktik perkawinan di bawah tangan 
yang masih terjadi di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Kecamatan 
Ngaringan. Kecamatan ini terdiri dari 12 desa, dengan jumlah populasi total 
67.783 orang. Setelah dilakukan observasi dan wawancara ditemukan sebanyak 
19 pasangan, yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Pengambilan sampel 
berjumlah 13 pasangan. Adapun faktor yang menjadikan penyebab terjadinya 
praktik perkawinan di bawah tangan diantaranya adalah faktor ekonomi, budaya 
santri, faktor belum cukup umur, terpautnya jarak antara KUA dengan rumah, dan 
poligami.  
Langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian 
kualitatif adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan digunakan untuk 
mengumpulkan informasi yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 
sejumlah responden. Dari sejumlah orang bersamaan dengan pengamatan 
lapangan untuk mengamati secara langsung kehidupan pelanggar yang melanggar 
perkawinan di bawah tangan. Penulis juga menggunakan deskripsi untuk 
mengetahui profil Kecamatan Ngaringan. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan 
oleh masyarakat desa di Kecamatan Ngaringan adalah sah menurut hukum Islam 
karena sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi jika merujuk 
pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Negara 
tidak mengakui adanya perkawinan diantara kedua pasangan. 
  
xvii 
ABSTRACT 
 
Nisaul Khoeriya NIM: 14.21.21.035 “The Tendency of unregistered marriage in 
Ngaringan, Grobogan”. Islamic Faculty of Islamic Family law Study Program. 
The State Islamic Institute of Surakarta. 
This research is analyzing about the practice of unregistered marriage that occur 
in the Ngaringan, district Grobogan. Ngaringan consists of 12 villages, with the 
population 67.783 people. After the resercher observed and interviewed, there are 
19 couples who did the unregistered marriage. The researcher took 13 samples. 
The factors that caused the unregistered marriage are economic, islamic students 
cultures, under age, the distance to go to KUA, and poligamy.  
This reserach is qualitative research. The researcher observed through interview to 
get the information from respondents. The researcher interviewed the respondents 
to observe the life of offenders who break the rules unregistered marriage. The 
researcher also used the description of Ngaringan profil to understand the sub-
district. 
From the research, it can conclude that unregistered marriage by the villagers in 
Ngaringan is legal according to islamic law because it fulfilled the pillars and the 
requirments of marriages. However, the state does not recognize the marriage 
according to the law number 1 of 1974.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup 
bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk 
membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, 
tentram dan bahagia.
1
 Tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan 
keturunan. Pasangan suami dan istri yang hidup dalam keluarga, tentu 
menginginkan hadirnya seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka. 
Untuk meraih sebuah perkawinan bukanlah  perkara yang mudah. Ia 
membutuhkan ikhtiar (usaha) yang sungguh-sungguh dan senantiasa 
mengharapkan keridhaan Allah SWT.  
Dalam Al-Qur‟an suratar-Rūm (30) ayat 21 telah disebutkan: 
 َْحَرَو ًةَّدَوَم ْمُكَن ْ ي َب َلَعَجَو اَه ْ يَلِإ اوُنُكْسَِتل اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ َْنأ ِِوتَايآ ْنِمَو فِ َّنِإ ًة
( َنوُرَّكَف َت َي ٍمْوَقِل ٍتَايلآ َكِلَذ١٢) 
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikan di antaramu 
kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Ar-Rūm: 21)2 
 
 
                                                             
1Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2. 
2 QS. Ar-Ruum (30): 21. 
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Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 1 No. 1 Tahun 1974 
menyebutkan bahwa: 
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan Yang Maha Esa.”3 
 
Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatannya terdapat pada 
Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 yang berbunyi: 
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya, 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.
4
 
 
Melalui perkawinan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka 
dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan 
negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi 
masyarakat Islam adalah bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi dan 
dipublikasikan.
5
 
Sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 dan 2, 
menyatakan bahwa: 
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 
setiap perkawinan harus dicatat. 
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam 
                                                             
3
Pasal 1 UU No. 1/1974. 
4 Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. I, (Jakarta: PT Pradnya 
Paramita, 2009), hlm. 538.  
5Dadi Nurhaedi, Nikah Di Bawah Tangan (Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja), 
(Yogyakarta: Saujana, 2003), hlm. 25. 
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Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 
32 Tahun 1954.”6 
 
Walaupun perkawinan di Indonesia telah diatur dengan lahirnya 
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,  
namun secara defacto masyarakat Indonesia masih banyak yang melakukan 
perkawinan di bawah tangan, baik kalangan masyarakat biasa, kyai, pejabat 
ataupun artis. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat 
disebut perkawinan di bawah tangan. 
Perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan oleh 
wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua 
orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak didaftarkan pada Pegawai 
Pencatat Nikah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974.
7
 
Perkawinan di bawah tangan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia 
sekarang ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan 
perempuan dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan 
Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan 
di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor 
Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.
8
 
                                                             
6 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 
(Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), hlm. 15. 
7 Yuyanti Lalata, Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari 
Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam, (Gorontalo: Fakultas Hukum 
Universitas Ichsan, 2013), hlm 3. 
8Ibid..hlm. 25.  
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Perkawinan di bawah tangan ini bisa mengundang fitnah, serta dapat 
mendatangkan madharat atau resiko berat bagi pelakunya, khususnya pihak 
wanita dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Untuk menjamin 
ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya,  maka pemerintah dapat 
menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian 
hukum sesuai dengan kaidah, suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan 
terjaminnya kemashlahatan rakyatnya.
9
 
Semua aturan tentang pencatatan perkawinan, merupakan jaminan 
adanya kepastian hukum dimana hubungan perkawinan diikat bukan hanya 
semata persoalan kehalalan hubungan suami isteri akan tetapi juga hubungan 
jaminan perlindungan hukum.
10
 
Pencatatan perkawinan masih dianggap sebagai masalah kecil oleh 
beberapa kalangan masyarakat. Akan tetapi, sangat besar dampak terhadap 
akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, terutama menyangkut 
dengan pembuktian nasab (hubungan darah atau keturunan), masalah harta 
bersama antara suami istri, hak saling mewarisi antara anak dan orang tua, 
demikian juga suami istri.
11
 
Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah 
sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. 
Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggungjawab, 
                                                             
9 Abdul Halim. Ijtihad Kontemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum 
Keluarga Indonesia. Dalam Ainurrofiq, Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer. 
(Jakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm, 240. 
10Sukris Sarmadi. Format Hukum Perkawinan dalam Perdata Islam di Indonesia, 
(Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm, 51-52. 
11Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam.., hlm. 248. 
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maka suami atau isteri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan 
atau memperoleh hak masing-masing.
12
 
Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Indonesia 
mengikuti prosedur perkawinan sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, 
tidak terkecuali agama Islam. Sebagian masyarakat Islam masih 
melaksanakan praktik perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan 
secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama 
(KUA). Tugas PPN di KUA adalah menerima pemberitahuan perkawinan.
13
 
Masyarakat di Kabupaten Grobogan masih melangsungkan praktik 
perkawinan bawah tangan. Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 
diantaranya yaitu (1) Kecamatan Kedungjati, (2) Kecamatan Karangrayung, 
(3) Kecamatan Penawangan, (4) Kecamatan Toroh, (5) Kecamatan Geyer, (6) 
Kecamatan Pulokulon, (7) Kecamatan Kradenan, (8) Kecamatan Gabus, (9) 
Kecamatan Ngaringan, (10) Kecamatan Wirosari, (11) Kecamatan 
Tawangharjo, (12) Kecamatan Grobogan, (13) Kecamatan Purwodadi, (14) 
Kecamatan Brati, (15) Kecamatan Klambu, (16) Kecamatan Godong, (17) 
Kecamatan, (18) Kecamatan Tegowanu, (19) Kecamatan Tanggungharjo. 
Salah satu kecamatan di Kabupaten Grobogan yang masyarakatnya 
masih melangsungkan perkawinan di bawah tangan adalah Kecamatan 
Ngaringan. Kecamatan Ngaringan ini terletak di bagian timur, perbatasan 
antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Blora. Jumlah penduduk di 
                                                             
12 Ibid.. hlm. 107. 
13 Ahmad Syafi‟i, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Wawancara Pribadi, 5 Januari 
2019, jam 16.00-17.30 WIB. 
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Kecamatan Ngaringan kurang lebih 67.164 jiwa.
14
 Dalam Kecamatan 
Ngaringan terdiri dari 12 desa, diantaranya yaitu Desa Ngaringan, Desa 
Ngarap-ngarap, Desa Kalangdosari, Desa Kalanglundo, Desa Sarirejo, Desa 
Sendangrejo, Desa Trowolu, Desa Pendem, Desa Bandungsari, Desa 
Sumberagung, Desa Tanjungrejo, dan Desa Belor.
15
 Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Ngaringan terletak di Desa Tanjungrejo. Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Ngaringan ada 19 Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah.
16
 
Masyarakat desa di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan 
masih melakukan perkawinan di bawah tangan, sebagaimana hasil wawancara 
dengan tokoh agama, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah (P3N) setiap desa.  
Permasalahan yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Ngaringan 
masih melakukan perkawinan di bawah tangan yang dipimpin oleh tokoh 
agama desa. Masyarakat masih beranggapan bahwa perkawinan yang 
dilakukan oleh masyarakat setempat adalah perkawinan sah. Padahal 
pencatatan perkawinan merupakan sebuah kebijakan yang harus ditaati oleh 
masyarakat. Sebagai mana yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 5 ayat ((1) yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat 
Islam setiap perkawinan harus dicatat. 
                                                             
14 Sumiyono, Pegawai Kantor Kecamatan, Wawancara Pribadi, 
15 Ibid. 
16 Zaini Amin, Pegawai Pencatat Nikah, Wawancara Pribadi, 4 Desember 2018, jam 
14.00 WIB. 
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Dari uraian di atas, upaya Pegawai Pencatat Nikah melakukan 
penyuluhan tentang pencatatan perkawinan di setiap balai desa, melalui 
perkumpulan perangkat desa, ketua karang taruna, tokoh agama, dan ibu-ibu 
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan dilakukan penyuluhan 
seperti ini, pihak Pegawai Pencatat Nikah  berharap perangkat desa, mampu 
untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan 
perkawinan yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Pihak Pegawai Pencatat Nikah melakukan penyuluhan, 
agar masyarakat desa tidak melakukan perkawinan di bawah tangan terutama 
generasi berikutnya.
17
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa di Kecamatan 
Ngaringan ini masih dijumpai praktik perkawinan di bawah tangan, maka 
penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “KECENDERUNGAN 
TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN 
NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar penelitian ini dapat 
berfokus maka masalah yang akan diteliti di rumuskan dalam pertanyaan 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana praktik terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan 
Ngaringan Kabupaten Grobogan? 
                                                             
17Ibid. 
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2. Apa yang mempengaruhi faktor tinggi rendahnya peristiwa perkawinan 
di bawah tangan di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan? 
3. Bagaimana upaya Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Ngaringan 
Kabupaten Grobogan untuk mengurangi angka perkawinan di bawah 
tangan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik terjadinya pernkawinan di bawah tangan di 
Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 
peristiwa perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Ngaringan 
Kabupaten Grobogan. 
3. Untuk mengetahui upaya Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan 
Ngaringan Kabupaten Grobogan untuk mengurangi angka perkawinan di 
bawah tangan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian di sini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis 
dan praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan memperoleh gelar 
Sarjana pada Fakultas Syari‟ah Program Studi Al-Ahwal Asy-
Syakhshiyah IAIN Surakarta. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 
tentang perkawinan di bawah tangan dan pencatatan perkawinan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi KUA 
Untuk menjadikan masukan kepada pihak Kantor Urusan 
Agama (KUA) terutama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar 
melakukan sosialisasi kepada setiap desa mengenai pencatatan 
perkawinan. 
b. Bagi Sarjana Syari‟ah 
Untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat menyelesaikan 
masalah yang ada di masyarakat khususnya dalam bidang hukum 
keluarga. 
c. Bagi Masyarakat 
Untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada 
masyarakat di Kecamatan Ngaringan mengenai pencatatan 
perkawinan yang telah di atur dalam Undang-undang Perkawinan 
Pasal 2 ayat (2). 
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E. Kerangka Teori 
1. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 
Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan, calon mempelai laki-laki 
maupun perempuan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. 
Mengenai rukun perkawinan jumhur ulama sepakat bahwa 
rukunnya terdiri atas:
 18
  
a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan. 
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.  
c. Adanya dua orang saksi.  
d. Sighat akad nikah.19 
Syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan rukun perkawinan 
yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun perkawinan harus ada 
wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat yang telah 
ditentukan oleh Al-Qur‟an, hadist, dan Undang-undang yang berlaku.20 
Secara garis besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu 
dibagi menjadi dua, yakni: 
a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin 
menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang 
yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara 
maupun untuk selama-lamanya. 
                                                             
18
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum 
Positif, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 30-31. 
19 Ibid.   
20 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 
hlm. 62. 
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b. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah 
harusla dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan 
mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Namun 
menurut hanafi, dan hambali boleh juga saksi satu orang laku-lai dan 
dua orang perempuan. Kemudian orang tuli, orang tidur dan orang 
mabuk tida boleh menjadi saksi.
21
 
Persaksian dalam akad nikah diperlukan untuk menunjukan 
bagaimana besar dan penting ati perkawinan itu dalam hidup manusia 
sehingga apabila terjadi jangan sampai menimbulkan keraguan kemudian 
hari. Untuk dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat-syarat 
sebagai berikut:
22
 
a. Berakal sehat, 
b. Baligh, 
c. Beragama Islam jika mempelai perempuan beragama Islam, 
d. Laki-laki dua orang atau menurut ulama mazhab Hanafi dimungkinkan 
seorang laki-laki dan dua orang perempuan, 
e. Adil (beragama dengan baik), ulama mazhab Hanafi membolehkan 
orang fasik menjadi saksi. 
f. Mendengar dan memahami sighat akad. 
Orang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai 
perempuan yaitu sebagai berikut:
 23
 
                                                             
21 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam.., hlm. 31-32. 
22 Ibid., hlm. 33. 
23 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum..., hlm. 62. 
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a. Ayah; 
b. Kakek (dari ayah mempelai perempuan); 
c. Saudara laki-laki yang seibu dan sebapak dengannya; 
d. Saudara laki-laki sebapak dengannya; 
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan sebapak 
dengannya; 
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya; 
g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak); 
h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapak; 
i. Hakim.24 
Sedangkan didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 telah diatur secara terperinci tentang tata cara perkawinan rukun dan 
syarat perkawinan yang harus di penuhi.  
Syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 
1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. 
2) Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua. 
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 
dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 
masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya. 
                                                             
24 Ibid. 
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4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari 
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan 
darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup 
dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak. 
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang orang yang disebut 
dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 
diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan 
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin 
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), 
(3) dan (4) pasal ini. 
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya yaitu 
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
Sedangkan pada pasal 7 disebutkan: 
1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua 
orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, 
14 
 
berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal 
ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dengan Pasal 6 ayat (6). 
Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah: Pihak-pihak yang 
melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita; (b) Wali; (c) 
Saksi; 
2. Pencatatan Perkawinan 
Semua aturan tentang pencatatan perkawinan, merupakan jaminan 
adanya kepastian hukum dimana hubungan perkawinan diikat bukan hanya 
semata persoalan kehalalan hubungan suami isteri akan tetapi juga 
hubungan jaminan perlindungan hukum.
25
 
Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) juga 
dijelaskan bahwa;  
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undang yang 
berlaku.”26 
Pencatatan perkawinan ini fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat 
pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah 
dalam perkawinan.
27
 
Dari suatu perkawinan yang sah (dicatatkan) akan menimbulkan 
akibat hukum di antaranya adalah anak-anak yang dilahirkan dari 
perkawinan itu menjadi anak sah, dan timbul kewajiban suami untuk 
membiayai dan mendidik anak dan istrinya serta mengusahakan tempat 
                                                             
25 A. Sukris Sarmadi. Format Hukum...,hlm, 51-52. 
26 Subekti, Kitab Undang-undang..., hlm. 538.   
27 M. Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan, (Jakarta: CH. Zahir Trading, 
1975), hlm. 25. 
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tinggal bersama, berhak saling mewarisi antara suami-istri dan anak-anak 
dengan orang tua, bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak 
perempuannya, dan bila di antara suami atau istri meninggal salah satunya, 
maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan 
hartanya.
28
 
Perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut perkawinan 
bawah tangan. Status hukum perkawinan tidak dicatat adalah lebih tidak 
dilindungi. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas 
oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya 
tentang perkawinan di bawah tangan, maka kiranya sangat penting untuk 
mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Di antaranya adalah penelitian 
yang dilakukan oleh: 
Habibillah, “Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi kasus di Kecamatan Seunuddon 
Kabupaten Aceh Utara)”, Skripsi, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Darussalam-Aceh, 2016. Skripsi ini membahas tentang Perkawinan di 
bawah tangan dalam persepsi masyarakat Gampong Seunuddon sah  menurut 
agama Islam dan tidak perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) 
pendapat ini berkembang  karena masyarakat menganggap bahwa hukum 
                                                             
28Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan..., hlm, 248  
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negara itu tidak perlu dianut masyarakat kurang berkenan melakukan 
perkawinan di KUA karena proses dan syarat yang terlalu rumit dan juga 
harus mengisi serangkaian data dan mengahabiskan waktu yang panjang. 
Perkawinan di bawah tangan disebabkan pada masa itu KUA tidak aktif, jadi 
pihak KUA menunjukan beberapa tokoh masyarakat untuk bisa melakukan 
akad nikah dan hal ini diakui oleh pihak KUA pada masa itu.
29
 
Nurhidayah,“Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam 
Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi pada masyarakat di 
Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Makassar, 2016. Bahwa pelaksanaan perkawinan di 
bawah tangan dipengaruhi oleh beberapa faktor: untuk menghindari syarat 
dan prosedur undang-undang nomor 1 Tahun 1974, kurangnya pemahaman 
masyarakat, dorongan orang tua, dan menghindari hal-hal yang dilarang 
agama.
30
 
Achmad Nurseha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Di 
Bawah Tangan (Studi kasus di Kecamatan Ngawen Blora)”, Skripsi, Fakultas 
UIN Walisongo Semarang, 2015.Skripsi ini membahas tentang yang menjadi 
alasan dasar terjadinya perkawinan dibawah tangan salah satunya untuk 
mencegah terjadinya kumpul kebo (zina), Masih dalam masa sekolah dan 
belum cukup umur sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974. Dalam realita sosial khususnya pada sebagian masyarakat 
                                                             
29 Habibullah, Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 
Tahun 1974, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016). 
30 Nurhidayah, Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016). 
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Kecamatan Ngawen yang melakukan praktik nikah di bawah tangan, mereka 
berfikir bahwa nikah di bawah tangan adalah suatu perkawinan berdasarkan 
prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di KUA dan 
perkawinan itu belum atau tidak dipublikasikan.
31
 
Irfan Listianto, “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan 
anak di bawah umur (analisis putusan pengadilan Agama Surakarta perkara 
No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta 
2017.Skripsi ini membahas tentang dispensasi nikah yang masih berumur 17 
tahun 11 bulan. Karena untuk menghindari kemadharatan antara keduanya 
hakim mengabulkan dispensasi tersebut.
32
 
Dahlia Haliah Ma‟u, “Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita 
dan Anak”, Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1, Nomor 1, 
IAIN Surakarta Januari-Juni 2016. Jurnal ini membahas tentang bahwa nikah 
sirri dilarang secara agama dan negara.Pelarangan ini didasarkan pada 
kemaslahatan pasangan nikah, keluarga, dan masyarakat luas.Dampak yang 
ditimbulkan dari nikah sirri tersebut, tidak hanya terjadi pada suami, istri, tapi 
juga pada anak yang dilahirkan dan nikah sirri tidak memiliki perlidungan 
                                                             
31 Achmad Nurseha, Tijauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan, 
(Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang, 2015). 
32 Irfan Listanto, Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah 
Umur, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017). 
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hukum. Pemerintah dan masyarakat juga harus mencegah terjadinya praktik 
nikah illegal bagi pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.
33
 
Harpani Matnuh, “Perkawinan di bawah tangan dan akibat hukumnya 
menurut hukum perkawinan nasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 
Vol. 6 No. 11, Universitas Lambung Mangkurat, Mei 2016. Jurnal ini 
membahas tentang dampak hukum dari perkawinan di bawah tangan dan 
akibat hukum lainnya adalah pihak isteri, anak dan keluarga lainnya dari 
pihak isteri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan 
bahkan anak dari hasil perkawinan tidak dapat menggunakan akte 
kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai nama orang 
tuanya.
34
 
Berdasarkan tinjauan pustaka di atas bisa diketahui bahwa pada 
penelitian terdahulu tentang perkawinan di bawah tangan hanya untuk 
menghindari proses pencatatan perkawinan yang rumit, kurangnya 
pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan sehingga 
masyarakat enggan melakukan pencatatan perkawinan. Sedangkan dalam 
skripsi ini peneliti akan  membahas dan meneliti lebih jauh tentang faktor-
faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah tangan, dan upaya Pegawai 
Pencatat Nikah dalam menangani perkawinan di bawah tangan. 
                                                             
33 Dahlia Haliah Ma‟u, “Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak 
(Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari‟ah)”, Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, 
2016. 
34 Harpani Matnuh, “Perkawinan Di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut 
Hukum Perkawinan Nasional”, Jurnal Pendidikan Kewargaraan, (Kalimantan Selatan) Vol. 6 
Nomor 2, 2016. 
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G. Metode Penelitian  
Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan 
data,
35
 maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (field 
research) yaitu pencarian data secara langsung di lokasi penelitian. 
Penelitian langsung mendatangi tempat penelitian di Kecamatan 
Ngaringan Kabupaten Grobogan. 
2. Sumber Data 
Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan 
dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.
36
 Sumber data 
itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 
a. Sumber data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli 
(langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.
37
 
Adapun data primer ini adalah data-data yang diperoleh dari lapangan, 
yaitu hasil wawancara penulis dengan tokoh agama, pelaku nikah 
bawah tangan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah  desa, serta Pegawai 
Pencatat Nikah Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. 
 
                                                             
35
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-12, 
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 194. 
36Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III. 1998), hlm, 198. 
37Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara 
Pratama, 2009), hlm. 86. 
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b. Sumber data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, artikel, 
jurnal, dan arsip hasil pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan 
Ngaringan Kabupaten Grobogan. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di lokasi yang terdapat adanya praktek 
nikah bawah tangan yang menjadi objek penelitian yaitu di Kecamatan 
Ngaringan Kabupaten Grobogan. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam proposal skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud 
tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu wawancara 
(interview) dan terwawancara (interviewee). Wawancara bebas 
merupakan teknik yang tidak terikat oleh sistematika daftar 
pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarahkan oleh 
pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bebas 
mengembangkan wawancara.
38
 Penulis melakukan wawancara dengan  
tokoh agama, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Pegawai Pencatat 
Nikah dan pelaku perkawinan bawah tangan Kecamatan Ngaringan 
Kabupaten Grobogan. 
                                                             
38Bagong Suyanto, dkk.,Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 78. 
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b. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
39
 Dokumentasi 
digunakan untuk melengkapi data tentang keadaan Kecamatan 
Ngaringan. 
c. Observasi 
Observasi adalah cara pengambilan data dengan mata tanpa 
ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
40
 
Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi non-partisipan atau observasi tidak berperan serta 
sehingga dalam penelitian ini hanya mengamati tanpa berperan aktif 
di dalam perkawinan di bawah tangan. Adapun pihak-pihak yang akan 
diteliti adalah tokoh agama, pelaku perkawinan, Pembantu Pegawai 
Pecatat Nikah dan KUA Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. 
Sehingga untuk mencari data praktek dari perkawinan di bawah 
tangan lengkap dan valid. 
5. Teknik Analisis Data 
Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan maka data 
tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif. Metode analisis 
deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan 
nikah tidak tercatat dan faktor penyebabnya di Kecamatan Ngaringan 
                                                             
39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian...,  hlm. 206. 
40 Moh. Nazir, Metode.., hlm. 212. 
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Kabupaten Grobogan. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan 
yang ada dan sesuai dengan dalam hukum Islam dan Hukum Positif. 
Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk 
deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Agar penulisan skripsi ini lebih mudah dipahami, maka penulis 
menyusun sistematika sebagai berikut. 
Bab pertama, pada bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, 
dan sistematika penulisan.  
Bab kedua, berisi tentang syarat dan rukun perkawinan, tujuan 
perkawinan, pencatatan perkawinan, peran dan tugas Pegawai Pencatat 
Nikah.   
Bab ketiga, berisikan tentang kondisi Kecamatan Ngaringan 
Kabupaten Grobogan dan pemaparan hasil penelitian lapangan tentang 
kecenderungan terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan 
Ngaringan Kabupaten Grobogan. 
Bab keempat adalah analisis kecenderungan terjadinyan pekawinan di 
bawah tangan di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Bab ini 
memaparkan tentang praktik terjadinya perkawinan di bawah tangan di 
Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, faktor-faktor yang 
23 
 
mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah tangan, dan upaya Pegawai 
Pencatat Nikah Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. 
Bab lima, berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup. 
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BAB II 
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN PENCATATAN 
PERKAWINAN 
 
A. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 
Perkawinan atau perkawinan adalah akad (perjanjian) yaitu serah 
terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai 
laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang 
luas, telah terjadi pada saat akad nikah itu, disamping penghalalan 
bercampur kedua sebagai suami istri.
41
 
Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat UUP, Perkawinan 
didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.
42
 
Sementara itu pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
menentukan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, 
yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk menaati 
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
43
 
                                                             
41 M. Ali Hasan, Masail Fihiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer 
Hukum Islam, Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 2. 
42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
43 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. 
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Firman Allah SWT dalam al-Qur‟an surat an-Nūr[24] ayat 32, 
sebagai berikut: 
اوُحِكَْنأَو ىَمَايلأا  ْمُكْنِم  َيِِلِاَّصلاَو  ْنِم  ْمُِكداَبِع  ْمُكِئاَمِإَو  ْنِإ اُونوُكَي  َءَارَق ُف  ُمِهِنْغ ُي  ُوَّللا  ْنِم 
 ِوِلْضَف  َو ُوَّللا   عِساَو   ميِلَع (٢١) 
 
Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 
sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, 
Allah akan memberi  kemampuan kepada mereka dengan 
karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha 
Mengetahui.” (Q.S. an.-Nūr: 32).44 
 
Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada dasarnya dapat 
diperinci sebagai berikut:
45
 
a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk 
memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. 
b. Membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan 
kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang. 
c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan 
serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 
Sementara dalam Undang-undang Perkawinan tujuannya dari 
perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam Pasal 3 
KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Raḥmah. 
                                                             
44 Q.S. an.-Nūr: 32 
45 Abdul Ghofur Anshori, Hukum erkawinan Islam.., hlm. 174. 
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Sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang 
sah, mampu memenuhi hajat spriritual dan material secara serasi dan 
seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan 
lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam 
nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah.
46
 
Mawaddah berasal dari kata al-waddu (cinta) atau mencintai 
sesuatu. Mawaddah menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Dalam 
sebuah perkawinan, cinta adalah hal yang penting yang harus ada dan 
selalu ada pada sebuah pasangan suami istri. Mawaddah juga selalu 
mencintai, baik dikala susah maupun senang.  
Raḥmah memiliki kata dasar yaitu Roḥmah yang berarti kasih 
sayang, jika digabungkan arti keluarga Sakinah Mawaddah dan Raḥmah 
berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh 
cinta, dan kasih sayang. Pasti semua keluarga mendambakan 
menginginkan sebuah keluarga yang seperti itu. Kunci utama untuk 
mendapatkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, adalah 
meluruskan niat berkeluarga karena ingin mendapat Ridho dari Allah 
SWT.
47
 
Dasar hukum perkawinan dalam Q.S. ar-Rūm [30] ayat 21: 
 َو ْنِم  ِِوتَايآ  َْنأ  َقَلَخ  ْمُكَل  ْنِم  ْمُكِسُف َْنأ اًجاَوَْزأ اوُنُكْسَِتل اَه ْ َيِلإ  َلَعَجَو  ْمُكَن ْ ي َب  ًةَّدَوَم  ًةَْحَرَو  َّنِإ  فِ 
 َكِلَذ  ٍتَايلآ  ٍمْوَقِل  َنوُرَّكَف َت َي (١٢) 
                                                             
46 Taufiq Andrianto, Romantika Perkawinan, (Yogyakarta: Pustaka Maherdika, 2013), 
hlm 72. 
47Ibid, hlm. 73 
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikan di antaramu 
kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. ar-Rūm [30] ayat 
21)
48
 
 
Dalam Firman Allah yang lain yaitu QS. ar-Ra‟ad ayat 38: 
 ْدَقَلَو اَنْلَسَْرأ لاُسُر  ْنِم  َكِلْب َق اَنْلَعَجَو  ُْمَلَ اًجاَوَْزأ  ًةَّيِّرُذَو اَمَو  َناَك  ٍلوُسَرِل  َْنأ  َِتَْأي  ٍَةيآِب لاِإ  ِنْذِِإب 
 ِوَّللا  ِّلُكِل  ٍلَجَأ   باَتِك (٢٣) 
 
Artinya: “Dan sungguh Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum 
engkau (Muhammad) dan Kami Berikan kepada mereka istri-
istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul 
mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin 
Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu).” (QS. ar-Ra‟ad 
ayat 38) 
  
Terkadang juga disebut sebagai karunia yang baik, seperti firman 
Allah: 
 ُوَّللاَو  َلَعَج  ْمُكَل  ْنِم  ْمُكِسُف َْنأ اًجاَوَْزأ  َلَعَجَو  ْمُكَل  ْنِم  ْمُكِجاَوَْزأ  َيَِنب  ًةَدَفَحَو  ْمُكَقَزَرَو  َنِم 
 ِتاَبِّيَّطلا  ِلِطاَبْلاَِبَفأ  َنوُنِمْؤ ُي  ِةَمْعِِنبَو  ِوَّللا  ْمُى  َنوُرُفْكَي (٢١) 
 
Artinya: “Dan Allah Menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari 
jenis kamu sendiri dan Menjadikan anak dan cucu bagimu dari 
pasanganmu, serta Memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa 
mereka beriman kepada yag bathil dan mengingkari nikmat 
Allah?.” (QS. an-Nahl: 72) 
 
Rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jadi 
tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan itu tida dapat dilaksanakan.
 49
 
Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut hukum perkawinan 
Islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 KHI adalah “Adanya 
                                                             
48 QS. Ar-Rūm (30): 21 
49 Ibid,. hlm. 175-176. 
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pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan atau akad nikah yaitu 
mempelai pria dan wanita, wali, saksi (2 orang), dan akad nikah berupa 
ijab kabul.”50 
Mengenai rukun perkawinan jumhur ulama sepakat bahwa 
rukunnya terdiri atas:
 51
  
a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan. 
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.  
Bahwa akad nikah akan dianggap sah apabila seorang wali atau 
wakilnya yang akan menikahkannya. 
c. Adanya dua orang saksi.  
Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang 
menyaksikan akad nikah tersebut. 
d. Sighat akad nikah. 
Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak 
wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
52
 
Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan adalah 
sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak hakikatnya dari 
perkawinan. Kalau salah satu dari syarat-syarat tidak dipenuhi maka 
perkawinan itu tidak sah. Misalnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 
masing-masing rukun perkawinan. Jadi supaya perkawinan itu dapat 
                                                             
50 Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14. 
51 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan.., hlm. 30-31. 
52 Ibid.   
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dilaksanakan da sah hukumnya maka rukun perkawinan itu harus ada dan 
memenuhi syarat-syarat tertentu.
53
 
Syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan rukun perkawinan 
yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun perkawinan harus ada 
wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat yang telah 
ditentukan oleh Al-Qur‟an, hadist, dan Undang-undang yang berlaku.54 
Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dapat dikatakan sah 
apabila telah memenuhi syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai 
berikut:
55
 
a. Mempelai laki-laki, syarat-syaratnya: 
1) Beragama Islam 
2) Laki-laki 
3) Jelas orangnya 
4) Dapat memberikan persetujuan 
5) Tidak terdapat halangan perkawinan 
b. Mempelai perempuan, syarat-syaratnya: 
1) Beragama Islam 
2) Perempuan 
3) Jelas orangnya 
4) Dapat dimintai persetujuan 
                                                             
53 Ibid., hlm. 176. 
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5) Tidak terdapat halangan perkawinan 
c. Wali nikah, syarat-syaratnya: 
1) Laki-laki 
2) Dewasa 
3) Mempunyai hak perwalian 
4) Tidak terdapat halangan perwaliannya 
d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 
1) Minimal dua orang laki-laki 
2) Hadir dalam ijab qabul 
3) Dapat mengerti maksud akad 
4) Islam  
5) Dewasa 
e. Ijab qabul, syarat-syaratnya: 
1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali 
2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai 
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata 
tersebut 
4) Antara ijab dan qabul bersinambungan 
5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau 
umrah 
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6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu 
calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua 
orang saksi.
56
 
Rukun dan syarat-syarat perkawinan di atas wajib dipenuhi, apabila 
tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.
57
 
Secara garis besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu 
dibagi menjadi dua, yakni: 
a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin 
menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang 
yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara 
maupun untuk selama-lamanya. 
b. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah 
haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan 
mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Namun 
menurut hanafi, dan hambali boleh juga saksi satu orang laku-lai dan 
dua orang perempuan. Kemudian orang tuli, orang tidur dan orang 
mabuk tidak boleh menjadi saksi.
58
 
Persaksian dalam akad nikah diperlukan untuk menunjukan 
bagaimana besar dan penting arti perkawinan itu dalam hidup manusia 
sehingga apabila terjadi jangan sampai menimbulkan keraguan kemudian 
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hari. Untuk dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat-syarat 
sebagai berikut:
59
 
a. Berakal sehat, 
b. Baligh, 
c. Beragama Islam jika mempelai perempuan beragama Islam, 
d. Laki-laki dua orang atau menurut ulama mazhab Hanafi dimungkinkan 
seorang laki-laki dan dua orang perempuan, 
e. Adil (beragama dengan baik), ulama mazhab Hanafi membolehkan 
orang fasik menjadi saksi. 
f. Mendengar dan memahami sighat akad.60 
Orang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai 
perempuan yaitu sebagai berikut:
 61
 
a. Ayah; 
b. Kakek (dari ayah mempelai perempuan); 
c. Saudara laki-laki yang seibu dan sebapak dengannya; 
d. Saudara laki-laki sebapak dengannya; 
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan sebapak 
dengannya; 
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya; 
g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak); 
h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapak; 
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i. Hakim.62 
Sedangkan didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan telah diatur secara terperinci tentang tata cara 
perkawinan rukun dan syarat perkawinan yang harus di penuhi.  
Syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
63
 
1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon 
mempelai. 
2) Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua. 
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 
kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang 
mampu menyampaikan kehendaknya. 
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin 
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 
memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas 
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendak. 
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang orang yang 
disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang 
atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, 
maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang 
yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 
tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar 
orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaanya yaitu dari yang bersangkutan tidak menentukan 
lain.
64
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Sedangkan pada pasal 7 disebutkan: 
1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 
umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 
tahun. 
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 
meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau 
kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-
undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi 
tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang 
dimaksud dengan Pasal 6 ayat (6).
65
 
Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 
16 dan Pasal 17.  
Pasal 16 mengungkapkan bahwa:
66
 
1)  Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, 
2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa 
pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat 
tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada 
penolakan yang tegas”.  
Adapun Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:  
1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah 
menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di 
hadapan dua orang saksi nikah, 
2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu seorang 
calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat 
dilangsungkan, 
3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna 
rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat 
yang dapat dimengerti.
67
 
 
Antara keduanya (laki-laki dan perempuan) harus ada persetujuan 
bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat 
dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah 
pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini 
berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki 
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hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang 
menjadi tujuan perkawinan.
68
 
Dari permasalahan di atas timbul permasalahan apakah perkawinan 
yang dilakukan di bawah tangan itu sah. Apabila kita terpaku pada 
pertanyaan tesebut dan memberikan jawaban dengan mudah menjawab sah 
dan tidaknya perkawinan bawah tangan. Karena, dari seluruh sistem 
hukum, maka hukum perkawinanlah yang menentukan dan mencerminkan 
sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.
69
 
Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi ada beberapa hikmah perkawinan, 
antara lain:
70
 
a. Dengan perkawinan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu 
banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, 
karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan 
sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian dengan 
keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan 
sampai benar-benar makmur. 
b. Keadaan manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah 
tangganya teratur. Kehidupan tidak akan tenang kecuali dengan 
adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin 
terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga 
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itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan 
kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur. 
c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi 
memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat 
dengan berbagai macam pekerjaan.  
d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang 
dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan 
ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong 
dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah 
tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya. Allah 
berfirman: 
( ... اَه ْ َيِلإ َنُكْسَِيل اَهَجْوَز اَه ْ نِم َلَعَجَو...٢٣٤) 
“Dia (Allah) yang menciptakan istrinya, agar dia merasa tenang 
kepadanya …”(QS. Al-„Araaf: 189) 
 
e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) 
untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Perkawinan akan 
menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak 
dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang 
bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya 
permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinaan dan 
kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan 
merusak peraturan alam. Rasulullah SAW bersabda: 
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 ُنَصْحَاَو ِرِصَبِْلل ُّضََغأ ُوَّنَاف ْجَّو َز َتَيْل َف َةَء اَبْلا ُمُكْنِم َع َاطَتْسا ِنَم ِباَبَّشلَارَشْعَم َاي
)س ابع نبا نع ملسمو ىراخبلا هاور( .ِْجرَفِْلل 
 
“Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu 
untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat 
mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.” 
 
f. Perkawinanakan memelihara keturunan serta menjaganya. Di 
dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-
hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak 
mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok 
serta cabangnya di antara sesame manusia. Hal semacam ini tidak 
dikehendaki oleh agama dan manusia. 
g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. 
Perkawinan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang 
banyak.  
h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya 
yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila 
masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya 
dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun 
tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang 
masih tertinggal meskipun dia telah mati. 
71
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B. Pencatatan Perkawinan  
Mengenai peraturan pencatatan perkwinan terdapat pada Undang-
undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), yaitu: “Tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undang yang berlaku.”72 
Meskipun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 
ayat (2) telah disosialisasikan selama 26 tahun lebih, akan tetapi sampai 
saat ini masyarakat masih melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan di 
KUA.
73
  
Masyarakat Indonesia melakukan perkawinan bawah tangan karena 
mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan 
pelaksanaan perkawinan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang birokratis dan berbelit-belit serta 
lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak 
bertentangan dengan hukum Islam.
 74 
 
Perkawinan bawah tangan ialah perkawinan yang dilakukan 
dengan memenuhi rukun dan syarat menurut agama, hanya tidak 
dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama.
75
 
 Dalam ilmu hukum cara seperti ini dikenal dengan istilah 
“penyelundupan hukum”. Yang dimaksud dengan “penyelundupan hukum 
yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan 
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oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan 
bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum  yang tidak 
dikehedaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang 
dikehendaki.”76 
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan bawah tangan 
karena disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu:
77
 
a. Faktor biaya nikah tinggi 
Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan perkawinan di 
KUA tidak transparan, beberapa biaya sesungguhnya secara normatif. 
Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan perkawinan, 
dikenai biaya yang beragam. Adanya kebiasaan yang terjadi di 
masyarakat, bahwa seorang laki-laki selain ada kewajiban membayar 
mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup 
besar (meskipun ini terjadi menurut adat kebiasaan), alasan ini pula 
yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan 
lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal 
alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya 
perkawinan. Alasan tersebut sebelum diterbitkan Peraturan Menteri 
Agama(PMA) Nomor 46 tentang Pengelolaan PNBP atas biaya NR. 
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b. Faktor belum cukup umur 
Perkawinan bawah tangan dilakukan karena adanya salah satu calon 
mempelai belum cukup umur, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun 
bagi wanita (Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974). Kasus ini terjadi karena disebabkan ekonomi juga, 
dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, 
maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak 
perempuannya sudah ada yang menanggung atau mengurusi, yaitu 
suaminya. 
c. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah 
Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak 
membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu yang 
ditentukan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau 
karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. 
Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja 
atau sekolah, karena sudah dianggap melanggar aturan. 
d. Faktor pemahaman terhadap sah tidaknya perkawinan 
Pemahamannya yang penting sudah menikah menurut agama, soal 
pencatatan perkawinan itu hanya tertib administrasi. Di antara 
masyarakat ada yang memahami bahwa pencatatan perkawinan tidak 
memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan, dan hal 
itu yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat dengan melaksanakan 
praktek perkawinan bawah tangan tanpa melibatkan PPN. 
41 
 
e. Faktor hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas 
Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang 
tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama sehingga 
terjadi hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah 
tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang 
cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan 
anaknya secara sembunyi dengan laki-laki yang menghamilinya 
dengan alasan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan PPN tetapi 
hanya dilakukan oleh seorang yang dianggap memahami persoalan 
nikah (persoalan agama) tanpa melakukan pencatatan perkawinan. 
f. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya pencatatan perkawinan.
78
 
Mengenai pecatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
(PPN), tidaklah merupakan syarat sahnya perkawinan, tetapi hanya 
kewajiban administrasi saja. Dengan demikian, perkawinan yang 
dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN 
belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.
79
 
Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, 
yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi 
perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak 
bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 
mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan 
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akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum 
yang telah mereka lakukan.
80
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 mengatur tentang 
pencatatan perkawinan, menyatakan bahwa:
81
 
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 
setiap perkawinan harus dicatat. 
2. Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 1954. 
 
Adapun teknis penjelasannya dijelaskan dalam Pasal 6 yang 
berbunyi sebagai berikut: 
1. Untuk memenuhi ketetntuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan 
harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah. 
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai 
Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
82
 
 
Memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang 
pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan 
adalah sebagai syarat administrati. Pencatatan perkawinan di atur dalam 
Undang-undang karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak 
mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu 
pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lan tidak dapat melakukan 
upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari 
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yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan 
tujuan perkawinan itu sendiri.
83
 
Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri 
Agama (PMA) Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1). 
Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut 
agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang 
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bertujuan 
untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan satu 
upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi 
martabat dan kesucian (mitsaq al-Qalid) perkawinan, dan lebih khusus lagi 
untuk perempuan dalam kehidupan rumah tangga.
84
 
Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab 
II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:
85
 
1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan perkawinan, talak, dan 
rujuk. 
                                                             
83Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2003),.,hlm. 112 
84Ibid.  
85 Ibid. 
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2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor 
Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-
undangan mengenai pencatatan perkawinan. 
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku 
bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan 
yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) ini. 
Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, 
selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia 
mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan 
kelangsungan suatu perkawinan. Terdapat dua manfaat pencatatan 
perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif. 
Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi 
agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpanan rukun dan syarat-syarat 
perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercaaannya itu, maupun 
menurut perundang-undangan. Dan dalam bentuk kongkretnya, 
penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974.
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Dalam Undang-undang Pasal 34 Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Pencatatan perkawinan di Indonesia menyatakan, bahwa:
 87
 
1. Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib 
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksanaan di tempat 
terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 
tanggal perkawinan. 
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat 
Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan 
menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
masing-masing diberikan kepada suami isteri. 
4. Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang 
beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan 
5. Data hasil pencatatan perkawinan peristiwa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA 
Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 
(sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. 
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
memerlukan penertiban kutipan akta Pencatat Sipil. 
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan 
pada UPTD Instansi Pelaksana.
88
 
                                                             
87 Undang-undang Pasal 34 Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan perkawinan 
88 Ibid. 
46 
 
Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Hal ini juga berarti ketentuan Pasal 2 ayat (2) 
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya 
dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Bab II tentang 
Pencatatan Perkawinan, masih tetap berlaku.
89
 
 
C. Peran dan Tugas Pegawai Pencatat Nikah dalam Administrasi 
Perkawinan 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai negeri yang 
diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN 
mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai 
sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat 
perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam 
wilayahnya.
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Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (PA), maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima 
pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan kutipan buku 
pendaftaran talak dan kutipan buku pendaftaran cerai kepada pihak-pihak 
yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan 
                                                             
89 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.  
90 Yuyanti Lalanta, ibid. hlm. 3. 
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di depan sidang Pengadilan Agama dan sekaligus Pengadilan Agama 
mengeluarkan akta cerai talak dan akta cerai gugat bagi yang 
bersangkutan.
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Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 
Tahun 2007 disebutkan tentang PPN, yakni:
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a. PPN atau Pegawai Pencatat Nikah, yaitu pejabat yang 
melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan 
pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai 
gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPn dijabat oleh 
Kepala KUA Kecamatan. 
b. Penghulu yaitu pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas tanggung jawab dan, wewenang untuk melakukan 
pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan 
kepenghuluan. 
c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu PPN/P3N 
yaitu anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu 
tugas-tugas PPN di desa tertntu.
93
 
 
Berdasarkan Pasal 3 PMA Nomor 11 Tahun 2007 dapat diambil 
pengertian bahwa tugas Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu PPN antara 
lain, yaitu;
94
 
1. Menerima pemberitahuan nikah 
2. Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap 
calon mempelai dan wali serta mengumumkannya. 
3. Mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di kantor 
maupun diluar kantor. 
4. Melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam. 
5. Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk 
serta pengembangan kepenghuluan. 
  
                                                             
91 Yuyanti Lalanta, ibid., 
92 Hendra Umar, “Pegawai Pencatat Nikah dan Kewenangannya” dikutip dari 
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93 Ibid.  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM KECAMATAN NGARINGAN  
KABUPATEN GROBOGAN 
 
A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN NGARINGAN 
1. Kondisi Geografis Kecamatan Ngaringan 
a. Letak Wilayah  
Letak Geografis Kecamatan Ngaringan memiliki relief daerah 
pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian antara 
+64meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8°-15°. Dilihat 
dari Peta Kabupaten Grobogan. Kecamatan Ngaringan teletak di bagian 
paling timur dan merupakan perbatasan antara Kabupaten Grobogan 
dengan Kabupaten Blora. 
Batas Wilayah Kecamatan Ngaringan 
1) Utara   : Kecamatan Todanan (Kab. Blora) 
2) Timur   : Kecamatan Kunduran (Kab. Blora) 
3) Selatan  : Kecamatan Kradenan dan Gabus 
4) Barat   : Kecamatan Wirosari 
b. Jarak antara Kecamatan ke kabupaten/kota dan antara kecamatan 
sekitarnya 
1) Dari Ngaringan ke Ngaringan : +00,00km 
2) Dari Ngaringan ke Wirosari  : +15,00km 
3) Dari Ngaringan ke Kunduran  : +7,00 km 
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4) Dari Ngaringan ke Todanan  : +12,00km 
5) Dari Ngaringan ke Gabus  : +21,00km 
6) Dari Ngaringan ke Kradenan  : +19,00 km 
Luas wilayah Kecamatan Ngaringan 
Secara administrasi Kecamatan Ngaringan terdiri dari 12 Desa, 391 
RT dan 90 RW dengan ibukota di Desa Ngaringan luas wilayah 
Kecamatan Ngaringan 8.728.838 Hektar  sebagaimana tabel dibawah ini  
Tabel  II.1 
Luas wilayah Kecamatan Ngaringan menurut desa dan banyaknya jumlah 
RT dan RW 
No. Desa 
LuasWilayah 
(Km
2
) 
Jumlah RW 
 
Jumlah 
RT 
1. Sendangrejo 305,89 6 22 
2. Sarirejo 578,19 6 18 
3. Kalangdosari 10110,04 8 32 
4. Kalanglundo 10601,42 11 39 
5. Truwolu 605,47 5 42 
6. Pendem 3700,01 3 20 
7. Bandungsari 16675,22 11 38 
8. Ngaringan 365,51 5 24 
9. Ngaraparap 662,00 5 34 
10. Belor 641,75 7 30 
11. Tanjungharjo 20655 12 42 
12. Sumberagung 22387. 88 11 50 
Jumlah 87288,38 90 391 
Sumber :Data : Monografi Kecamatan NgaringanSeptember  2017 
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2. Kondisi Demografis Kecamatan Ngaringan 
a. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin 
Jumlah penduduk Kecamatan Ngaringan pada tahun 2016-2018 
antara 67.783 jiwa, yang terdiri dari 24.273 Kepala Keluarga. Untuk 
mengetahui lebih lanjut jumlah penduduk Kecamatan Ngaringan menurut 
umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut: 
Tabel  II.2 
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin 
No. Kelompok umur 
Jenis kelamin 
Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
1. 0-4 2.509 2.403 4.912 
2. 5-9 2.667 2.582 5.249 
3. 10-14 2656 2665 5.321 
4. 15-19 2.690 2.582 5.272 
5. 20-24 2899 2.748 5.647 
6. 25-29 2.748 2.514 5.262 
7. 30-34 2.600 2.681 5.281 
8. 35-39 2.876 2.886 5.762 
9. 40-44 2.510 2.455 5.977 
10. 45-49 2.553 2.427 4.980 
11. 50-54 2.243 2.455 4.698 
12. 55-59 2.046 1.935 3.681 
13 60-64 1.210 1.229 2.439 
14 65-69 961 420 1.381 
15 70-74 451 672 1.123 
16 >= 75 741 1.057 1798 
Jumlah 34.360 34.251 67.783 
Sumber :Data Agregat Kependudukan Kabupaten Grobogan 
Dari data tabel II.2 di atas, di ketahui jumlah penduduk sebesar 
67.783 jiwa dengan perincian 34.360 laki- lakidan 34.251 perempuan. 
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Angka terbesar jumlah penduduk berumur 35-39 tahunya itu sebesar 
5.762 jiwa dengan rincian 2.876 laki-laki dan 2.886 perempuan Atas 
dasar hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penduduk laki-laki lebih 
banyak daripada perempuan.  
b. Kepadatan Penduduk Kecamatan Ngaringan 
Untuk mengetahui kepadatan penduduk (Density of population) 
Kecamatan Ngaringan dengan cara membandingkan jumlah penduduk 
dengan luas wilayah per-kilometer. Dari data diatas, diketahui luas 
wilayah Kecamatan Ngaringan adalah 87.288,38 km
2. 
Sedangkan 
jumlah penduduk sebesar 67.783 jiwa. Jadi, kepadatan penduduk 
Kecamatan Ngaringan adalah 776 jiwa per-kilometer persegi. 
3. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya 
a. Kondisi penduduk menurut potensi ekonomi 
Jumlah penduduk Kecamatan Ngaringan berdasarkan Mata 
Pencahrian adalah sebagai berikut:  
Tabel  II.3 
Jumlah penduduk menurut mata pencahrian 
No 
Jenis Mata Pencaharian Jumlah % 
1 Belum/Tidak Berkerja 13.067 18,78 % 
2 Mengurus Rumah Tangga 9.124 13,12 % 
3 Pelajar/Mahasiswa 10.367 14,91 % 
4 Pensiunan 200 0,29 % 
5 PNS/ TNI/ Kepolisian RI 318 0,45 % 
6 Perdagangan 806 1,16 % 
7 Petani/Perkebuan 26.438 38,03 % 
8 Buruh Harian Lepas 330 0,47 % 
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9 Peternak 107 0,15 % 
10 Transportasi 88 0,13 % 
11 Buruh Tani 177 0,25 % 
12 Guru 188 0,27 % 
13 Wiraswasta 5.800 8,34 % 
14 Karyawanswasta 1,852 2,66 % 
15 
16 
Perangkat Desa dan Kepala 
Desa 
200 0,29 % 
17 Lainya 449 0,71% 
Jumlah 69.511 100% 
Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Grobogan 
Dari data Tabel II.3 di atas di ketahui bahwa mata pencaharian 
penduduk yang paling besar adalah petani sebanyak 26.438  orang 
dengan persentase 38,03 %. Sedangkan mata pencahrian penduduk 
paling kecil adalah transportasi sebanyak 88 orang denganp eresentase 
0,13% potensi yang paling unggul di Kecamatan Ngaringan adalah sektor 
petanian. Karena itu, sebagian besar penduduk bermata pencharian 
petani. 
b. Tingkat pendidikan penduduk 
Tingkat pendidikan penduduk di gambarkan pada tabel berikut 
Tabel II.4 
Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan penduduk 
No Tingkat Pendidikan Jumlah % 
1 Tidak/ Belum Sekolah 11.243 16,17% 
2 Belum Tamat SD 7.165 10,13 % 
3 Tamat SD 38.337 55,15 % 
4 SLTP 8.439 12,14 % 
5 SLTA 3.444 4,95 % 
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6 Diploma I/II 121 0,17 % 
7 Akademi/ Diploma III 208 0,30 % 
8 Diploma IV/ Strata I 545 0,78,  % 
9 Strata II 9 0,01% 
10 Strata III - - 
Jumlah 69.511 100 
Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Grobogan 
Dari data diatas penduduk tamatan SD/sederajat, sedangkan 
tidak/belum sekolah16,17%, Belum Tamat SD sebesar 10,13 %, tamat 
SLTP sebesar 12,14 %,tamat SLTA sebesar 4,95 %Diploma IV/ Strata I 
sebesar0,78,  %, Akademi/ Diploma III sebesar  0,30 %, Diploma I/II 
sebesar 0,17 % dan Strata II sebesar 0,01%. Tingkat pendidikan  di 
Kecamatan Ngaringan masih kurang hal ini terbukti tingkat pendidikan 
paling banyak adalah tamatan SD  table II.4 di atas, terdapat bahwa 
pendidikan sebagian besar penduduk Kecamatan Ngaringan adalah tamat 
SD/sederajat. Hal ini terbukti 55,15%  
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 
Untuk mengetahuai jumlah penduduk berdasarkan agama dapat 
dilihat dalam penyajian table dibawah ini 
Tabel II.5 
Penduduk menurut Agama 
No Agama Jumlah % 
1 Islam  68.274 98,29 % 
2 Kristen 749 1.08 % 
3 Katholik 11 0,01 % 
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4 Hindu  3 0,00% 
5 Budha 451 0,65 % 
6 Alirankepercayaan 23 0,03 % 
Jumlah 69.511 100 
Sumber :Data Agregat Kependudukan Kabupaten Grobogan 
Berdasarkan data table II.5 di atas dapat diketahui bahwa sebagian 
besar penduduk Kecamatan Ngaringan beragama Islam. Hal ini terbukti 
98,29% penduduk beragama Islam. Penduduk beragama kristen sebesar 
1.08 %; penduduk beragama budha 0,65 %; penduduk beragama aliran 
kepercayaan 0,03 %; dan penduduk beragama Hindu 0,00%. 
 
B. PRAKTIK TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI 
KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN 
1. Identitas pelaku perkawinan di bawah tangan 
Setelah penulis melakukan penelitian di Kecamatan Ngaringan, 
perkawinan di bawah tangan masih berlaku di kalangan masyarakat desa. 
Adapun pelaku perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Ngaringan 
antara lain:
 95
 
a. Nama  : L 
Umur  : 18 tahun 
Pendidikan : MA/Pesantren 
Pekerjaan  : IRT 
Nama  : K 
                                                             
95 Sudarno, ibid. 
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Umur  : 29 tahun 
Pendidikan : SMP 
Pekerjaan  : Petani 
b. Nama  : S 
Umur  : 16 tahun  
Pendidikan : SMP 
Pekerjaan  : IRT 
Nama  : D 
Umur  : 32 tahun 
Pendidikan : SD 
Pekerjaan  : Serabutan 
c. Nama  : I 
Umur  : 23 tahun 
Pendidikan : MTs/pesantren 
Pekerjaan  : IRT 
d. Nama  : A 
Umur  : 23 tahun 
Pendidikan : SMP 
Pekerjaan  : IRT 
e. Nama  : T 
Umur  : 16 tahun 
Pendidikan : MTs/Pesantren 
Pekerjaan  : IRT 
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Nama  : W 
Umur  : 26 tahun 
Pendidikan : MTs/Pesantren 
Pekerjaan  : Petani 
f. Nama  : P 
Umur  : 42 tahun 
Pendidikan : SMP 
Pekerjaan  : Sopir 
g. Nama  : S 
Umur  : 49 tahun 
Pendidikan : SD 
Pekerjaan  : IRT 
Nama  : L 
Umur  : 63 tahun 
Pendidikan : Petani 
Pekerjaan  : SD 
h. Nama  : J 
Umur  : 61 tahun 
Pendidikan : SD 
Pekerjaan  : Petani 
i. Nama  : R 
Umur  : 30 tahun 
Pendidikan : MA/Pesantren 
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Pekerjaan  : Serabutan 
j. Nama  : T 
Umur  : 53 tahun 
Pendidikan : SD 
Pekerjaan  : Petani 
k. Nama  : C 
Umur  : 26 tahun 
Pendidikan : MTs/Pesantren 
Pekerjaan  : Serabutan 
l. Nama  : F 
Umur  : 16 tahun 
Pendidikan : SMP 
Pekerjaan  : IRT 
m. Nama  : S 
Umur  : 47 tahun 
Pendidikan : SD 
Pekerjaan  : IRT 
n. Nama  : S 
Umur  : 19 tahun 
Pendidikan : MA/Pesantren 
Pekerjaan  : IRT 
Nama  : P 
Umur  : 30 tahun 
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Pendidikan : MA/Pesantren 
Pekerjaan  : Petani 
o. Nama  : G 
Umur  : 64 tahun 
Pendidikan : Belum Tamat SD 
Pekerjaan  : Petani 
p. Nama  : H 
Umur  : 56 tahun 
Pendidikan : SMP 
Pekerjaan  : Buruh bangunan 
q. Nama  : P 
Umur  : 32 tahun 
Pendidikan : MA/Pesantren 
Pekerjaan  : Serabutan 
r. Nama  : B 
Umur  : 23 tahun 
Pendidikan : MA/Pesantren 
Pekerjaan  : IRT 
s. Nama  : D 
Umur  : 43 tahun 
Pendidikan : SMP 
Pekerja  : Sopir 
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Dari data diatas ada beberapa pasangan yang melakukan 
perkawinan di bawah tangan dan tidak dicatatkan di KUA. Akan tetapi 
tidak semua responden bersedia untuk diwawancarai, dan memberikan 
informasi tentang alasan melakukan perkawinan di bawah tangan. Selain 
itu responden yang mau diwawancarai hanya memberikan penjelasan 
sangat singkat. 
Berikut adalah responden yang bersedia memberikan informasi dan 
penulis menganggap sudah cukup untuk memberikan informasi yang 
penulis butuhkan. 
1) A 
“Saya dan suami melakukan perkawinan di bawah tangan 
karena keterbatasan ekonomi. Saya sangat menyesal karena 
dulu saya dengan suami melakukan perkawinan di bawah 
tangan. Sekarang setelah perkawinan kami berlangsung satu 
setengah tahun anak saya lahir dan anak saya kesulitan untuk 
mendapatkan akta kelahiran. Dan ketika ingin mendapatkan 
akta kelahiran harus melalui proses persidangan yang lama.” 
 
2) G 
”Saya dan suami saya tidak menyesali perkawinan di bawah 
tangan ini. Karena usia saya dan suami sudah tidak 
memungkinkan lagi untuk mendapatkan keturunan dari 
perkawinan ini.” 
 
3) L dan K 
“Kami melakukan perkawinan di bawah tangan dengan alasan 
untuk menghindari fitnah. Selain itu kami ingin mendapatkan 
berkah dari perkawinan tersebut, sambil menunggu hari baik 
yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak 
keluarga kami.” 
 
4) T dan W 
“Kami adalah sepasang pasangan suami istri. Kami melakukan 
perkawinan di bawah tangan karena kami ingin 
mengumpulkan modal terlebih dahulu untuk mempersiapkan 
pendaftaran perkawinan dan resepsi perkawinan. Selan itu juga 
untuk mengindari perbuatan zina.” 
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5) F 
“Saya dengan pasangan melakukan perkawinan di bawah 
tangan dengan alasan pihak perempuan belum cukup usia. 
Juga pasangan ini tidak mau terbelit-belit dalam persidangan 
untuk pengajuan dispensasi nikah sehingga mereka melakukan 
perkawinan di bawah tangan.” 
 
6) J 
“Saya melakukan perkawinan di bawah tangan ini karena saya 
dengan pasangan saya adalah janda dan duda. Selain itu alasan 
melakukan dari perkawinan tersebut adalah karena faktor usia 
kami sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan 
keturunan.” 
 
7) T 
“Saya melakukan perkawinan di bawah tangan dengan alasan 
prosedur pendaftaran pencatatan perkawinan di Kantor Urusan 
Agama memerlukan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit. 
Sehingga kami melakukan perkawinan di bawah tangan untuk 
menghindari itu semua.” 
 
8) D 
“Saya dengan pasangan saya melakukan perkawinan di bawah 
tangan karena saya tidak mau berbelit-belit dalam persidangan 
untuk meminta izin pada istri pertama saya. Karena 
perkawinan saya ini adalah perkawinan poligami.” 
 
9) S dan P 
“Kami melakukan perkawinan di bawah tangan karena kami 
sedang berada di perantauan. Jika kami melakukan perkawinan 
resmi di Kantor Urusan Agama dan melakukan pencatatan 
perkawinan harus mengurus semua prosedur yang berbelit-
belit.” 
 
10) S dan L 
“Saya dengan pasangan melakukan perkawinan di bawah 
tangan dengan alasan usia kami sudah sepuh dan tidak 
memungkinkan lagi untuk memiliki anak dari pernikahan kami 
ini. Selain itu juga yang menjadi kendala bagi kami adalah 
jarak antara rumah kami dengan Kantor Urusan Agama yang 
cukup jauh, dan akses jalannya masih banyak yang 
bergelombang.” 
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11) C 
“Saya dan istri melakukan perkawinan di bawah tangan 
dengan alasan kami menghindari fitnah, kami tidak mau 
menghilangkan berkah dari perkawinan tersebut.” 
12) R 
“Saya dengan istri saya melakukan perkawinan di bawah 
tangan karena kami tidak ingin mengurangi keberkahan dari 
perkawinan ini dan ini karena kami mempunyai latar belakang 
sebagai santri, yang didaerah saya alumni pondok pesantren 
ketika menunggu hari baik menurut hitungan primbon jawa 
melakukan perkawinan di bawah tangan terlebih dahulu.” 
 
13) B 
“Kami melakukan perkawinan di bawah tangan karena kami 
dan keluarga mempunyai latar belakang pesantren. Keluarga 
kami merasa senang jika kita melakukan perkawinan di bawah 
tangan terlebih dahulu sebelum pencatatan perkawinan sesuai 
hitungan jawa, karena jika kami sudah melakukan perkawinan 
di bawah tangan terlebih dahulu kami terhindar dari fitnah juga 
tidak mengurangi keberkahan perkawinan itu sendiri.” 
 
 
2. Praktik terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Ngaringan 
Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa 
perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tanpa 
dicatatkan atau didaftarkan kepada pihak yang berwajib (Pegawai Pencatat 
Nikah). Perkawinan di bawah tangan masih banyak dipraktikkan oleh 
orang muslim di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat desa di Kecamatan 
Ngaringan Kabupaten Grobogan. 
Fenomena terjadinya praktik perkawinan di bawah tangan di 
Kecamatan Ngaringan adalah perkawinan tanpa pencatatan yang 
disebabkan oleh ekonomi, kebiasaan para santri. Dimana di Kecamatan 
Ngaringan terdapat adat kebiasaan ketika hendak melakukan perkawinan. 
Adat kebiasaan tersebut diantara yaitu pihak calon  mempelai laki-laki 
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datang ke rumah calon mempelai perempuan membawa umbo rampe, 
jambe suruh,. Yang dimaksud dengan “Umbo rampe” adalah emas 
(cincin, kalung, gelang, dkk) atau minimal hanya membawa cincin sebagai 
pengikat yang mempunyai tujuan agar pasangan tidak dicuri orang lain. 
Sedangkan makna dari jambe suruh sendiri adalah sebagai wasilah orang 
terdahulu agar hubungan kedua pasangan tetap langgeng. Jambe suruh 
diantaranya seperti jajanan diantaranya yaitu jadah, jenang, 
krecek/ampyang, dan lain-lain.
96
 
Kedatangan calon mempelai laki-laki pertama kali selain membawa 
“umbo rampe” yaitu untuk menentukan hari baik sesuai perhitungan 
primbon jawa yang dilakukan turun temurun dari nenek moyang terdahulu. 
Setelah perhitungan hari perkawinan resmi sudah ketemu sesuai 
perhitungan primbon, maka perkawinan di bawah tangan dilaksanakan. 
Pelaksanaan perkawinan dipimpin oleh tokoh agama setempat, dan untuk 
para alumni pesantren dipimpin oleh kyai pondok pesantren tersebut. 
Perkawinan ini dilakukan dirumah mempelai perempuan setelah pencarian 
hari baik yang telah dihitung sesuai hitungan primbon terdahulu.
 97 
Pelaksanaan perkawinan di bawah tangan bagi warga biasa 
bertujuan untuk menghindari perbuatan zina, terjadinya fitnah, dan 
terjadinya kumpul kebo. Sedangkan para santri melaksanakan perkawinan 
di bawah tangan bertujuan agar mereka tidak mengurangi keberkahan dari 
                                                             
96 Ellis Setyowati, Perangkat Desa Sarirejo, Wawancara Pribadi, 12 Januari 2019, jam 
19.00.  
97 Ibid. 
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pernikahan tersebut. Setelah melakukan perkawinan di bawah tangan, 
pelaku lalu bekerja untuk mengumpulkan biaya pencatatan perkawinan 
serta resepsi perkawinan.  
Sedangkan pencatatan perkawinan biasanya dilakukan pada saat 
resepsi perkawinan berlangsung. Secara garis besar keduanya melakukan 
perkawinan di bawah tangan hanya dilakukan untuk tujuan kemaslahatan. 
Akan tetapi perkawinan di bawah tangan ini tidak memilik kekuatan 
hukum.
98
 
Dalam perkawinan di bawah tangan tidak semua kyai dan tokoh 
agama mau untuk mengijabkan pasangan calon mempelai. Ada kyai dan 
tokoh agama yang tidak mau untuk mengijabkan, beliau beranggapan 
bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tidak hanya 
memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam melainkan 
juga dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah.
99
 
Masyarakat desa di Kecamatan Ngaringan melakukan perkawinan 
di bawah tangan dengan alasan biaya pencatatan perkawinan yang mahal. 
Mahalnya biaya pencatatan perkawinan yang dijadikan permasalahan 
masyarakat desa di Kecamatan Ngaringan.  
 
 
 
                                                             
98 Ahmad Munif, ibid. 
99 Khalil Amin, Tokoh Agama Desa Kalanglundo, Wawancara Pribadi, 12 Januari 2019, 
jam 15.30-17.00 WIB 
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C. FAKTOR-FAKTOR TINGGI RENDAHNYA PERISTIWA 
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN 
Berdasarkan data yang penulis dapat baik dari wawancara maupun 
hasil observasi dan pengamatan langsung di  desa Kecamatan Ngaringan, 
persentase tinggi dan rendahnya perkawinan di bawah tangan disebabkan oleh 
beberapa alasan, antara lain sebagai berikut: 
1. Persentase Tingginya Perkawinan Di Bawah Tangan 
Masyarakat desa di Kecamatan Ngaringan persentase tertinggi 
melakukan perkawinan di bawah tangan disebabkan karena beberapa alasan, 
diantaranya adalah sebagai berikut; 
a. Faktor Ekonomi 
Masyarakat desa di Kecamatan Ngaringan yang melangsungkan 
perkawinan di bawah tangan disebabkan karena faktor ekonomi. 
Mereka masih beranggapan bahwa pencatatan perkawinan 
membutuhkan biaya yang banyak, terutama biaya saat pengurusan 
persyaratan perkawinan yang diurus oleh P3N (Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah) serta biaya untuk melakukan resepsi perkawinan.
 100
 
Setelah melakukan perkawinan di bawah tangan lalu pelaku 
perkawinan tersebut melakukan pencatatan perkawinannya ke Kantor 
Urusan Agama (KUA) setelah selang waktu kurang lebih satu hingga 
dua tahun berlangsungnya perkawinan. Dengan alasan waktu satu 
hingga dua tahun tersebut dipergunakan bekerja untuk mengumpulkan 
                                                             
100 Sudarno, ibid. 
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biaya pencatatan perkawinan serta biaya resepsi perkawinan, sebab jika 
masyarakat tida melakukan resepsi perkawinan akan mendapatkan 
pandangan negatif dari masyarakat lain.
101
 
b. Budaya Santri 
Budaya santri yang melakukan perkawinan di bawah tangan pada 
saat setelah prosesi tunangan atau lamaran berlangsung. Sebelum 
melakukan perkawinan di bawah tangan kedua belah pihak keluarga 
melakukan perhitungan hari baik sesuai dengan primbon jawa yang 
masih berlaku dari nenek moyang dahulu sampai sekarang.
 102
 
Kalangan santri memiliki alasan tersendiri untuk melakukan 
perkawinan di bawah tangan terlebih dahulu sambil menunggu hari baik 
yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak keluarga. 
Karena mereka tidak ingin mengurangi keberkahan dari perkawinan 
tersebut.
103
 
Selain itu, untuk menghindari hal-hal  buruk yang tidak diinginkan 
dan untuk menentramkan hati orang tua kedua calon mempelai. Mereka 
melakukan pencatatan perkawinan sesuai hari baik yang sudah dihitung 
saat prosesi lamaran atau perkawinan di bawah tangan dilakukan.
104
 
 
 
                                                             
101 Ibid. 
102 Khairil Anwar, Warga Desa Sarirejo, Wawancara Pribadi, 1 Januari 2019, jam 10.00-
11.30 WIB. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
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c. Faktor umur 
Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan, 
dikarenakan usia calon mempelai wanita belum cukup umur untuk 
melakukan perkawinan resmi di Kantor Urusan Agama, dan enggan 
untuk mengajukan surat dispensasi nikah, sehingga melakukan 
perkawinan di bawah tangan untuk menghindari kemadharatan.
 105
 
Dalam faktor ini juga disebabkan karena ekonomi dari pihak 
wanita, dimana orang tua pihak wanita jika anak perempuannya sudah 
menikah maka semua tanggungan anaknya baik mulai dari pangan, 
sandang, atau yang lain itu adalah suaminya.
106
 
Selain itu usia kedua mempelai laki-laki dan perempuan sudah 
sepuh sehingga pasangan tersebut tidak mencatatkan perkawinannya. 
Karena dari perkawinan tersebut tidak memungkinkan lagi untuk 
mendapatkan keturunan.
107
 
d. Jarak dengan KUA Jauh 
Pelaku perkawinan di bawah tangan yang mempunyai kendala 
yaitu terpautnya jarak antara KUA dengan desa tersebut cukup jauh. 
Jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke KUA, disamping itu akses 
dari sebagian jalannya masih ada yang bergelombang.
108
 
                                                             
105 F, Pelaku Perkawinan di bawah tangan, Wawancara Pribadi, 1 Januari 2019, jam 
19.30-20.20 WIB. 
106
 Ibid. 
107 G, Pelaku Pelaku Perkawinan di bawah tangan, Wawancara Pribadi, 1 Januari 2019, 
jam 10.00. 
108 S, Pelaku Pernikahan bawah tangan, Wawancara Pribadi, 1 Januari 2019, jam 13.30-
14.30 WIB. 
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e. Poligami 
Bahkan ada juga pelaku nikah bawah tangan dilakukan oleh orang 
untuk berpoligami. Mereka melakukan perkawinan di bawah tangan 
karena apabila pelaku melakukan perkawinan poligami yang dicatatkan 
harus melewati proses yang panjang, terutama harus meminta izin dari 
istri pertama. Karena pelaku tidak ingin melakukan proses yang 
panjang, ia melakukan poligami sesuai kesepakatan yang telah disetujui 
antara laki-laki dan perempuan (istri keduanya).
109
 
2. Persentase Rendahnya Perkawinan Di Bawah Tangan 
Faktor-faktor rendahnya perkawinan di bawah tangan, masyarakat 
desa di Kecamatan Ngaringan yang melangsungkan perkawinan resmi di 
Kantor Urusan Agama (KUA), mayoritas masyarakat memiliki alasan 
sebagai berikut: 
a. Lingkungan 
Persentase rendahnya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan 
Ngaringan disebabkan karena masyarakat berpikir bahwa pencatatan 
perkawinan adalah suatu peraturan pemerintah yang wajib untuk ditaati 
oleh warga negara Indonesia. Karena Indonesia negara Hukum, dimana 
hukum harus ditegakkan bukan untuk dilanggar.
110
  
Selain mentaati peraturan pemerintah mayoritas masyarakat desa 
tersebut tidak ada yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan. 
                                                             
109 Zaini Amin, Pegawai Pencatat Nikah, Wawancara Pribadi, 4 Desember 2018, jam 
14.00. 
110 Zumrotun Faiza, Warga Desa Trowolu, Wawancara Pribadi, 6 Januari 2019, jam 
08.30 – 10.00 WIB.  
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Sehingga di lingkungan desa tersebut tidak ada pikiran masyarakatnya 
yang tertarik untuk melakukan perkawinan di bawah tangan.
111
 
b. Keluarga 
Dorongan dari orang tua agar anak harus melangsungkan 
pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, serta menghindari 
fitnah yang akan timbul dari masyarakat setempat. Di Kecamatan 
Ngaringan ada istilah bahasa “ngewanti-wanti onone kedaden” atau 
dalam bahasa Indonesianya adalah “menghindari adanya fitnah”. Jadi 
mayoritas orang tua menghindari adanya fitnah yang terjadi terhadap 
anaknya di masyarakat ketika anak melakukan perkawinan di bawah 
tangan.
112
 
Selain istilah orang Ngaringan “ngewanti-wanti onone kedaden” 
ada istilah lain yaitu “ben ogak nah neh ngijabnone” dan “mindon 
gaweni butoh wae”. Maksud dari “ben orak nah neh ngijabnone” adalah 
biar tidak ada pengulangan pada saat ijab qabul yang dilakukan 
mempelai laki-laki dengan kyai dan penghulu KUA.
113
  
Sedangkan “mindon gaweni butoh wae” adalah agar tenaga yang 
dilakukan oleh keluarga maupun orang yang bersangkutan tidak terulang, 
dan untuk menghindari biaya yang berlipat ganda pada saat ijab 
perkawinan berlangsung. Kalau sudah melakukan akad nikah di  KUA 
                                                             
111 Ahmad Mudlofir, Pembantu PPN Desa Ngarab-ngarab, Wawancara Pribadi, 5 Januari 
2019, jam 14.00 – 15.00 WIB. 
112 Lailatul Munawarah, Warga Desa Kalangdosari, Wawancara Pribadi, 6 Januari 2019, 
jam 18.30 – 19.45. 
113 Jaka Prastiyo, Tokoh Agama Desa Tajungrejo, Wawancara Pribadi, 6 Januari 2019, 
jam 13.00 – 14.30 WIB. 
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maka tidak perlu lagi menikah dihadapan kyai. Jika ingin diijabkan oleh 
kyai maka sekaligus pada saat hari yang sudah diperhitungkan oleh 
kedua keluarga calon mempelai.
 114
 
c. Akta Nikah 
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan akta nikah. 
Dimana akta nikah tersebut adalah sebagai perlindungan hukum terhadap 
istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selain itu jika 
suatu hari dalam kehidupan rumah tangga terjadi pertikaian dan berujung 
pada perceraian maka akan ada perlindungan hukum dari negara dan 
berurusan langsung dengan pihak yang berwajib. Karena akta nikah bisa 
menjadi penguat dalam perkawinan untuk kedua pasangan.
115
 
d. Jarak KUA dengan desa Dekat 
Jarak antara desa dengan Kantor Urusan Agama berdekatan 
sehingga masyarakat tidak melakukan perkawinan di bawah tangan. Desa 
yang berdekatan dengan Kantor Urusan Agama memilih untuk 
melangsungkan pencatatan perkawinan resmi di Kantor Urusan 
Agama.
116
 
 
 
 
 
 
                                                             
114 Ali Ichwan Anshori, Pembantu PPN Desa Pendem, Wawancara Pribadi, 5 Januari 
2019, jam 09.00 – 11.00 WIB. 
115 Arif Wahyudi, RT Desa Kalanglundo, Wawancara Pribadi, 6 Januari 2019, jam 16.30 
– 18.00 WIB 
116 Ahmad Jasmo, Pembantu PPN Desa Ngaringan, Wawancara Pribadi, 5 Januari 2019, 
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D. Upaya Pegawai Pencatat Nikah Untuk Mengurangi Angka Perkawinan 
di Bawah Tangan 
Pegawai KUA belum pernah membuat kebijakan atau melakukan 
upaya kepada masyarakat untuk mengurangi angka perkawinan di bawah 
tangan. Sehingga hal ini adalah merupakan salah satu penyebab semakin 
banyaknya masyarakat desa yang tidak melakukan pencatatan perkawinan.
117
 
Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 
pedoman utama bagi pasangan suami istri untuk membentuk suatu keluarga 
yang bahagia dan kekal atau biasa disebut dengan keluarga sakinah, 
mawaddah dan rahmah, juga pernikahan harus di catatkan. Bagi setiap orang 
ketika ingin melakukan perkawinan sudah seharusnya melakukan pencatatan 
perkawinan di Kantor Urusan Agama.  
Pihak Kantor Urusan Agama berperan sebagai lembaga untuk 
membimbing jalannya suatu ijab kabul, bagi kedua pasangan yang sudah sah 
sebagai suami isteri kemudian pasangan suami isteri tersebut akan diberikan 
akta nikah sebagai tanda bukti sahnya perkawinan antara keduanya. Akta 
nikah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan 
suami isteri, terutama untuk memuliakan dan melindungi perempuan juga 
untuk mempermudah proses pembuatan akta kelahiran anak yang didapatkan 
dari perkawinan. Selain itu juga untuk mempermudah proses bila terjadinya 
perkara atau perceraian pasangan suami istri. 
                                                             
117 Ahmad Khozin, Pembantu PPN Desa Belor, Wawancara Pribadi, 31 Desember 2018, 
Jam 09.30 – 11.00. 
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Upaya Pegawai Pencatat Nikah untuk mengurangi angka maraknya 
perkawinan di bawah tangan yaitu pihak KUA berencana melakukan 
penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan tersebut berisikan tentang 
pentingnya melakukan pencatatan perkawinan. Pihak KUA melakukan 
penyuluhan di setiap balai desa, dengan cara memberitahukan kepada 
perangkat desa agar perangkat desa membuat surat untuk ditujukan kepada 
warga desa tersebut. Dalam penyuluhan hanya dihadiri perangkat desa, ketua 
karang taruna, tokoh agama, dan ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK).
 118
 
Dengan dilakukan penyuluhan seperti ini, pihak KUA berharap 
perangkat desa, atau warga yang ikut dalam penyuluhan dapat untuk 
memberitahukan kepada warga lain tentang pentingnya pencatatan 
perkawinan yang telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Pasal 2 tentang Perkawinan. Pihak Pegawai Pencatat Nikah melakukan 
penyuluhan, agar dapat mengurangi angka maraknya warga yang melakukan 
perkawinan di bawah tangan terutama generasi berikutnya.
119
 
 
  
                                                             
118Zaini Amin, Pegawai Pencatat Nikah, Wawancara Pribadi, 4 Desember 2018, jam 
14.00 WIB. 
119 Ibid. 
72 
 
BAB IV 
ANALISIS KECENDERUNGAN TERJADINYA PERKAWINAN BAWAH 
TANGAN DI KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN 
 
A. Praktik Terjadinya Perkawinan Di Bawah Tangan 
Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku 
pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-
tumbuhan.
120
 Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur‟an Surat an-
Nūr[24] ayat 32, sebagai berikut: 
اوُحِكَْنأَو ىَمَايلأا  ْمُكْنِم  َيِِلِاَّصلاَو  ْنِم  ْمُِكداَبِع  ْمُكِئاَمِإَو  ْنِإ اُونوُكَي  َءَارَق ُف  ُمِهِنْغ ُي  ُوَّللا  ْنِم 
 ِوِلْضَف  ُوَّللاَو   عِساَو   ميِلَع (٢١) 
 
Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 
sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, 
Allah akan memberi  kemampuan kepada mereka dengan 
karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha 
Mengetahui.” (Q.S. an.-Nūr: 32).121 
 
Perkawinan atau perkawinan adalah akad (perjanjian) yaitu serah 
terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai 
pria. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawan dalam arti luas, telah 
terjadi pada saat akad nikah itu, disamping penghalalan bercampur kedua 
sebagai suami istri
122
. Selain itu perkawinan mempunyai tujuan untuk 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang dijelaskan 
                                                             
120 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1980), hlm 7. 
121 Q.S. an.-Nūr: 32 
122 M. Ali Hasan, Masail Fihiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer 
Hukum Islam, Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 2. 
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dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi 
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”.123 
Walaupun di Indonesia telah membuat peraturan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun secara de facto 
masyarakat desa masih banyak yang melaksanakan perkawinan di bawah 
tangan. Perkawinan di bawah tangan ini dilakukan ketika syarat dan rukun 
sudah terpenuhi. Perkawinan ini tetap sah menurut agama hanya saja 
belum dicatatkan oleh petugas Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan ini 
tidak mengakibatkan batalnya perkawinan.
124
 Akan tetapi perkawinan ini 
telah melanggar hukum yang berlaku dalam Undang-undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam 
Undang-undang Pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 
Maka dari itu bagi umat Islam yang menjadi penentu sah atau tidaknya 
perkawinan adalah: 
1. Adanya mempelai laki-laki, syarat-syaratnya: 
a. Beragama Islam 
                                                             
123 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
124 Margono, ibid.  
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b. Laki-laki 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat memberikan persetujuan 
e. Tidak terdapat halangnya perkawinan 
2. Mempelai perempuan, syarat-syaratnya: 
a. Beragama Islam 
b. Perempuan 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat dimintai persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan 
3. Wali nikah, syarat-syaratnya: 
a. Laki-laki 
b. Dewasa 
c. Mempunyai hak perwalian 
d. Tidak terdapat halangan perwaliannya 
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 
a. Minimal dua orang laki-laki 
b. Hadir dalam ijab qabul 
c. Dapat mengerti maksud akad 
d. Islam 
e. dewasa 
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya: 
a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali 
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b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai 
c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata 
tersebut 
d. Antara ijab dan qabul bersinambungan 
e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau 
umrah 
6. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon 
mempelai atau wakilnya, wali mempelai wanita, dan dua orang 
saksi.
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B. Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan 
Ngaringan Kabupaten Grobogan 
Berdasarkan kasus-kasus perkawinan di bawah tangan yang telah 
teruraikan diatas, berikut adalah alasan  masyarakat desa di Kecamatan 
Ngaringan: 
1. Faktor ekonomi 
Perkawinan di Kecamatan Ngaringan ini diawali pengikat (cincin). Untuk 
melakukan pencatatan perkawinan di KUA mereka belum bisa 
memenuhi karena keterbatasan ekonomi. Jadi mereka melakukan 
perkawinan di bawah tangan terlebih dahulu untuk kemaslahatan dan 
menolah kemadharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya 
                                                             
125 Mardani, Hukum Perkawinan Islam,… hlm 10  
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mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat 
negatif yang ditimbulkan.
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Masyarakat di Kecamatan Ngaringan melakukan perkawinan di bawah 
tangan untuk menghindari diri dari zina, kumpul kebo, dan lain 
sebagainya. Masyarakat melakukan pencatatan perkawinan selang 
beberapa bulan setelah dilangsungkannya perkawinan di bawah tangan. 
Selang waktu perkawinan di bawah tangan hingga pencatatan 
perkawinan tersebut digunakan untuk bekerja mengumpulkan modal 
untuk pencatatan perkawinan serta biaya untuk resepsi perkawinan. 
2. Untuk Mendapatkan Keberkahan Dalam Perkawinan 
Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh 
santri dimana santri tersebut ingin mendapatkan keberkahan dari 
perkawinan tersebut. Dalam perkawinan ini selain untuk mendapatkan 
keberkahan dari perkawinan juga karena santri menunggu hari baik yang 
sudah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga dan sudah dihitung 
sesuai hitungan primbon jawa yang masih berlaku sampai sekarang di 
dalam masyarakat sejak dari kakek moyang terdahulu. 
Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan 
kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya.
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Sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, yaitu QS. Al-A‟raaf 
ayat 199
128
: 
                                                             
126 Satri Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 152  
127Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiq, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm 22  
128 QS. Al-A‟raaf ayat 199 
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 ِذُخ  َوْفَعْلا  ْرُمْأَو  ِفْرُعْلِاب  ْضِرَْعأَو  ِنَع  َيِلِىَاْلْا (٢٤٤) 
Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. 
3. Faktor Belum Cukup Umur 
Masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan untuk menghindari 
peraturan yang telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 7 dijelaskan 
bahwa:  
Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umut 16 (enam belas) 
tahun.
129
  
 
 
Pasangan tersebut melakukan perkawinan di bawah tangan guna untuk 
menghindari fitnah yang timbul dalam masyarakat, untuk menghindari 
terjadinya zina, dan lain sebagainya. Selain itu kedua pasangan tersebut 
tidak mau mengajukan surat dispensasi dengan alasan persyaratannya 
yang rumit. 
4.  Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya pencatatan 
perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum. Masyarakat berfikiran 
bahwa pencatatan perkawinan itu hanya soal pemenuhan administrasi 
saja, mereka belum mengetahui sepenuhnya mengenai manfaat dari 
pencatatan perkawinan. Masyarakat beranggapan bahwa perkawinan 
yang tidak dicatatkan maupun dicatatkan tidak memiliki akibat hukum. 
                                                             
129 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 
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Padahal pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa: 
Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
C. Upaya Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Ngaringan Untuk 
Mengurangi Angka Perkawinan di Bawah Tangan 
Dalam mencapai sebuah Negara yang berdaulat dan mencapai 
tujuannya agar Indonesia mempunyai ketaatan hukum, Negara harus 
mempunyai dua perangkat yaitu pemerintah dan pemerintahannya. Salah satu 
fungsi pemerintah yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Dengan diadakannya pemerintah bukan untuk melayani dirinya sendiri, 
melainkan untuk melayani masyarakat.  
Salah satu perangkat pemerintah  yang berhubungan langsung dengan 
masyarakat yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama 
berada di bawah Kementeriaan Agama, dan Kantor Urusan Agama 
berkedudukan di kecamatan. Salah satu tugas KUA adalah melaksanakan 
sebagian tugas dari Kementerian Agama dalam bidang yang menyangkut 
tentang agama di kecamatan. Seperti yang tercantum di dalam Peraturan 
Menteri Agama Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
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Tugas KUA tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 menyatakan bahwa:  
                                                             
130 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2016. 
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“KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan 
masyarakat Islam di wilayah kinerjanya.”  
 
Adapun tugas dan fungsi KUA terdapat pada Pasal 3: 
1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, 
KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah 
dan rujuk; 
b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; 
c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 
Kecamatan; 
d. pelayanan bimbingan sakinah; 
e. pelayanan bimbingan kemasjidan; 
f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari‟ah; 
g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; 
h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan 
i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. 
 
Karena realitas pada saat ini masih banyak masyarakat yang 
melakukan perkawinan di bawah tangan, maka perlu adanya upaya atau 
tindakan yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengurangi 
banyaknya angka perkawinan di bawah tangan. 
Berdasarkan wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan 
Ngaringan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa 
upaya yang akan dilakukan oleh pihak KUA dalam mengurangi banyaknya 
angka perkawinan di bawah tangan adalah Pegawai Pencatat Nikah KUA 
akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan hendaknya 
dilakukan di setiap desa bertempatkan di balaidesa yang dihadiri oleh 
perangkat desa dan perwakilan dari setiap dusunnya. Dalam penyuluhan 
tersebut Pegawai Pencatat Nikah akan menjelaskan tentang pentingnya 
pencatatan perkawinan. Selain itu  pihak KUA menjelaskan tentang prosedur 
perkawinan sesuai dengan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun  prosedur pencatatan pekawinan 
dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya 
yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.  
Pasal 2 berbunyi: 
1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. 
2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana 
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 
perkawinan. 
3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi 
tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang 
berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. 
 
Pasal 3  
1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan 
dilangsungkan. 
2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 
3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan 
sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati 
Kepala Daerah. 
 
Pasal 4 
Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau 
oleh orang tua atau wakilnya. 
 
Pasal 5 
Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat 
kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah 
kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. 
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Pasal 6 
1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan 
telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut 
undang-undang. 
2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksus dalam ayat (1) Pegawai 
Pencatat meneliti pula: 
a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam 
hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat digunakan 
surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon 
mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat 
dengan itu; 
b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan 
tempat tinggal orang tua calon mempelai; 
c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), 
(3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai 
atau keduanya belum cukup umur 21 (dua puluh satu) tahun; 
d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal 
calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri; 
e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) 
Undang-undang; 
f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal 
perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua 
kalinya atau lebih; 
g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 
HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau 
keduanya anggota Angkatan Bersenjata; 
h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai 
Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak 
dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga 
mewakilkan kepada orang lain. 
 
Pasal 7 
1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis 
dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. 
2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan 
sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya 
persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, 
keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada 
orang tua atau kepada wakilnya. 
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Pasal 8 
Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada 
sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan 
pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan 
dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang 
ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah 
ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. 
 
Pasal 9 
Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat: 
a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan , tempat kediaman dari calon 
mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau 
keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka 
terdahulu; 
b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. 
 
Melalui penyuluhan pencatatan perkawinan yang akan dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah di balaidesa, hendaknya masyarakat yang 
menghadiri penyuluhan tersebut untuk mensosialisasikan kembali mengenai 
pencatatan perkawinan kepada warga masyarakat lain. Penyuluhan pencatatan 
perkawinan yang dilakukan pihak KUA bertujuan agar masyarakat menyadari 
akan pentingnya melakukan pencatatan perkawinan dan perkawinan yang 
sudah dicatatkan akan mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dari seluruh uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telas 
dijelaskan pada bab pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Praktik terjadinya perkawinan di bawah tangan karena adanya suatu adat 
membawa Umbo rampe dan  jambe suruh. Yang dimaksud dengan umbo 
rampe adalah emas (cincin, kalung, gelang, dkk) atau minimal hanya 
membewa cincin sebagai pengikat agar tidak dicuri orang lain. Sedangkan  
jambe suruh adalah sebagai wasilah orang terdahulu agar hubungan kedua 
pasangan tetap langgeng. Jambe suruh adalah jajanan seperti 
jadah/gemblong, ampyang/krecek, dan lain sebagainya.  
Pelaksanaan perkawinan dipimpin oleh tokoh agama setempat, dan untuk 
alumni pesantren dipimpin oleh kyai pondok tersebut. Perkawinan ini 
dilakukan dirumah mempelai perempuan setelah pencarian hari baik yang 
telah dihitung sesuai hitungan primbon terdahulu. Dalam perkawinan ini 
dihadiri oleh keluarga dan tetangga yang mendapat undangan dari tuan 
rumah. 
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa perkawinan di 
bawah tangan, sebagai berikut: 1) Faktor ekonomi; 2) Untuk 
Mendapatkan Keberkahan Dalam Perkawinan; 3) Faktor di bawah umur; 
4) Jarak dengan KUA Jauh; 5) Poligami. 
83 
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2. Upaya yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah dalam menangani atau 
mengurangi banyaknya angka perkawinan di bawah tangan dengan cara 
penyuluhan . Penyuluhan dengan cara mensosialisasikan program tersebut 
di setiap balaidesa yang dihadiri oleh perwakilan setiap dusun. 
 
B. SARAN 
Dari pembahasan menyeluruh mengenai fenomena perkawinan di 
bawah tangan di Kecamatan Ngaringan, maka penulis akan memberikan 
saran untuk untuk dapat dimengerti dan mungkin dapat bermanfaat. 
1. Diharapkan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga  
melakukan pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang telah diatur oleh 
pemerintah. Agar suatu saat nanti jika dalam rumah tangga ada kekerasan, 
perceraian, maka kedudukan anak akan mendapatkan perlindungan 
hukum dari Negara. 
2. Seharusnya tokoh agama di Kecamatan Ngaringan bisa memberikan 
pemahaman kepada masyarakat bahwa poligami harus sepengatahuan istri 
pertama. 
3. Diharapkan kepada pihak Kantor Urusan Agama agar segera melakukan 
penyuluhan mengenai prosedur perkawinan. Agar masyarakat segera 
mengetahui pentingnya melakukan pencatatan perkawinan. 
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